
BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN

DAN STATISTIK KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ciaqiur, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Inforrnatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Ata.s Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan nneriteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor L4 Tahun 2076 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Komunikasi dan Informatika;

.t. r.
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Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor g
Tahun zArc tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan
Pemerjntahan Bidang Persandian {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 131a);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor B

Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 24rc
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Dan
Fungsi, Serta Tata Keda Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201,6 Nomor 5L);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI,
SERI}. TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
5. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Cianjur.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Inforrnatika, Persandian dan Statistik

Kabupaten Cianjur.
9. Kepala adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

Statistik Kabupaten Cianjur.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Ciar{ur.
1 1. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Cianjur. ,

13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi
Dinas Komunikasi, Informatika,
Kabupaten Cianjur.

5.

6.

7.

pada Bidang di lingkungan
Persandian dan Statistik
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14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unit ke{a pada l)inas Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

L5. Kelompok Jabatan F'ungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam. rangka mendukung kela.ncaran tugas dan fungsi
Dinas.

BAB II

. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana uru.san pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang
persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dipimpin oleh
Kepda Dinas yang berketludukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagran Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas rnempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintatran bidang
statistik.
Dinas dalam melaksanakan tugas dan kew4jiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan
bidang statistik;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang
komunikasi dan informatika, urusal pemerintahan bidang
persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan pefi.r.ndang-undangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. petaksanaan fungsi lain yahg diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(1)

(21



4

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsu r-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Dina.s adalah sebagai berikut :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala;

b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris;

c. Unsur pelaksana adalah. Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepal4 Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Di.nas terdiri atas:
a. Kepala
b. Sekretariat, mernbawahkan:

b. 1-. Subbagan Perencanaan;
b.2. Sublagian Keuangan;
b.3. Subbagran Unnurn dan Kepegawaian;

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
c.1. Seksi Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi;
c.2. Seksi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik;
c.3. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

d. Bidang Persandian dan Informatika, membawahkan:
d.1. Seksi Persandian;
d.2. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.3. Seksi Tata Kelola dan Aplikasi Informatika;

e. Bidang Data dan Statistik, membawahkan:
e.1. Seksi Pengolahan Data;
e.2. Seksi Analisis Statistik;

f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

UR,{iAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi , kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan
bidang statistik.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Fetraksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;

b. penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), l,aporan Keterangan Pertanggungjawq-ban

{LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)Dinas;

c. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dibidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang . persandian, dan urusan
pemerintahan bidang statistik;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis
operasional bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan
bidang statistik;

e. penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,
perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara,
rumah tangga, dan penatausahaan Dinas;

f. penyelengaraan pernbinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
' pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, urusan

pemerintalran bidang persandian, dan urusan pemerintahan
bidang statistik;

g. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap
pengelolaan UPTD; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagran Kedua

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat dipirnpin oleh seorang Sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan
program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum,
perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris rnenyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan prograln kerja dan rencana anggararl Sekretariat;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program

serta kegiatan dan anggaran Dinas;
c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

umum pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan
pemerintahan bidang statistik;
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d. pengelolaan urusan adrninistrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

e. pengkoordinasia.n pengelolaan administrasi kepegawaian
penJnrsunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan
administrasi keuan.gan ;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan rancarlgan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;
pengelolaan perpusta.kaan, data. dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas;
pelaksanaan monitoriug, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Sekretariat;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(a) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

S ekretariat membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 8

(1) Subbagtan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
{2) Kepala Subbagian sebagainrana dimaksud pada ayat (1} mempunyai

tugas membantu Sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
penJmsunarl progrann dan anggarall, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
b. penyiapan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan

rencana ke{a tahunan {RKT) Dinas;
c. penyiapan dan penyusuncrrr rencana kerja anggaran (RKA),

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran (DPPA) Dinas;

d. Penyiapan dan penyusun€ul penetapan kinerja (Tapkin);
e. Penyrapan dan penyusunan laporan akuntabilitas kineda instansi

pemerintah, laporan keter*angan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bahan
pertanggungjawaban kegiatan Dinas;

f. penyusurran dan pelaksanaan standar pelayanan publik;

h.

1.

j.
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g. pelaksanaan fasilitasi pengukuran survey kepuasan masyarakat
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan- secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

h. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas;

i. genyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan Dinas;

prestasi kerja
di lingkungan

Subbag Perencanaan;
k. pelaksanaan evaluasi

Subbag Perencanaan; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan

dan pelaporan kegiatan

lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 9

(1) subbagr€rn Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala subbagian.
(2) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
pelaksanaan verifikasi, penata.usaha.an, perbendahar**r,, dan
pembukuan keuangan, urusall akuntansi dan pelaporan keuangan,
pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan

dan belanja tidak l.angsung serta belanja langsung;
c. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan

anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung;
d. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gqii dan tunjangan

daerah serta pembayarannya;
e. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran

langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh pejabat
pelaksana teknis kegiatan (PPTK);

f. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran
uang persediaan (SPP-UP), surat permintaan pembayaran
tambahan uang {SPP-TU) dan surat permintaan pembayaran
langsung (SPF-LS) gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diqj ukan oleh bendahara pengeluaran ;

g. penghimpunan dan penyiapan bahan penyu.sunan konsep surat
keputusan Kepala Dinas tentang pengangkatan pejabat pelaksana
teknis kegiatan (PPTK), pejhbat penatausahaan keuangan (PPK)
dan pemban.tu bendahara;

h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;

j. pelaksanaan rnonitoring, evaluasi dan penilaian
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
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pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, renca.na
kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta
inventaris dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Keuangan;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Keuangan; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Umum d.an Kepegawaian

Pasal LO

Subbagran Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian.
Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan
pengelolaan urusan surat menyurat, peiaksanaan kearsipan dan
ekspedisi, pengelolaan Lrrusan rumah tangga dan perlengkapan
kantor, penyelenggaraarl urusan perpustakaan, informasi dan
dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,
pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil
negara.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Subbagtan Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

b. pelaksanaarx pemtrerian pelayanan tata naskah dinas, humas dan
protokol, kearsi.pan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis
unit kerja;

c. pelaksana,an pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;

d. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan
mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar;

f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul
kenaikan pangkat, penilaian prestasi kineda pegawai negeri sipil,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul
kebutuhan for:rnasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai,
Kenaikan G4ji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi
kepegawaian; ,,.

g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan,
keamanan, ketertiban, dan keindahan) dan perlengkapan kantor
di lingkungan Dinas;

(1)

{21

(3)
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h. penyiapan bahan rancarlgan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

i. penyiapan bahan pelaksanaarl pengelolaan urusan perpustakaan,
informasi dan dokumentasi Dinas;

j. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerj'a di lingkungall Dinas;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian presta.si kerja

pelaksan.aan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Umurn dan I(epegawaian;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan
Kepegawaian;

m. peltrksanaafl tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tuga.s dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 11

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin menyusun perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan progr:am ke{a dan rencana anggaran Bidang

Inlbrmasi dan Komunikasi Pub1ik;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norrna., standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supenrisi bidang informasi dan komunikasi
publik;

c. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah
daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah serta layanan hubungan media;

d. penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi
publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

e. penyelenggaraan pelayanan informasi publik, pengelolaan
informasi publik dan penyediaan akses informasi;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik; ,

h. pelaksanaan tugas kedinasarr lain yang diberikan oleh
Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2t
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(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagairnana tersebut pada ayat (3),
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan:
a. seksi Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi;
b. Seksi Diseminasi Informasi dan Komunikasi publik;
c. Seksi Pelayanan Informasi publik dan Dokumentasi.

Paragraf 1

seksi Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi
Pasal 12

Seksi Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi dipimpin oleh
seorarlg Kepala Seksi"

Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepa1a Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan tekrris, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis penjaringan informasi dan kemitraan
komunikasi.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,Kepala Seksi Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi penjaringan Informasi dan
Kemitraan Komunikasi;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusun€tn norma, standar, prosedur dan kriteria teloris terkait
penjaringan informasi dan kemitraan komunikasi;

c. pelaksanaan monitoring isu dan opini publik di media (media
massa dan sosial);

d. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup
Nasional dan Pemerintah Daerah;
pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak
pendapat) dan pengolahan aspirasi masyarakat;
pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung
komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional clan Daerah;
pengelolaan hubungan dengan media (media retations);
pelaksanaan pelayanan pernbentukan kelompok/komunitas
infromasi masyarakat;

i. pelaksanaan pelayanan pemberdayaan kemitraan komunikasi
dengan kelompok/ komunitas informasi masyarakat;

j. pelaksanaan rnonitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi;

k. pelaksanaan evaluasi darr pelaporan kegiatan seksi -penjaringan
Informasi dan Kemitraan Kornunikasi;

e.

f.

ctb'

h.

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

oleh
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Paragraf 2

Seksi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
Pasal 13

(1) Seksi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.

Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembina.an teknis Diseminasi Informasi dan Komunikasi
PubUk.
untuk. melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2),
Kepala seksi Di"seminasi Informasi dan Komunikasi publik
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencarla kegiatan Seksi Diseminasi Informasi dan
Komunikasi Publik;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria teknis terkait
diseminasi informasi dan komunikasi publik;
pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, dan
pembuatan konten loka1 dalam format digital dan cetak;
pengelolaan konten website resmi pemerintah kabupaten meliputi
menambah, menghapus dan memperbaharui (updatel;
penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;
pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media
internal (rnedia massa dan media sosial);
diseminasi informasi kebijakan melalui media massa, media sosial,
media luar ruang dan media tradisional milik pemerintah daerah
dan non pemerintah daerah;

h. pelaksanaan layanan wawar informasi kebijakan pemerintah
daerah rnelalui m.oi:il wawar keliling;

i. perencanaan strategi komunikasi publik dan pembangunan citra
positif Pemerintah Daerah;

j. pengembangan sumtrer daya komunikasi publik melalui pelatihan,
fasilitasi, bimbingan. teknis, workshop danlatau seminar;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tr"lgas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Diseminasi Informasi dan Komunikasi publik;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Diseminasi
Informasi dan Komunikasi Publik;

c.

d.

e.

f.

C't'

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

oieh

Paragraf 3

Seksi Pelayanan In.formasi Publik dan Dokumentasi

Paiat t+
(1) Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi.
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(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang daiam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencar.a kegia.tan Seksi Pelayanan Informasi Publik
dan Dokumentasi;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria teknis terkait
pelayanan informasi publik dan dokumentasi;

c. pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang
nomor 14 tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik
(desk lay analrr / frant office) ;

e. pengklasifikasian dan pendokumen.tasian informasi publik lintas
sektoral lingkup pemerintah daerah;

f. pengelolaan pusat basis data informasi publik dan standarisasi
pertukaran infor-masi untuk basisdata informasi publik lintas
sektoral;

g. pemberdayaan dan penyediaan sarana akses informasi bagi media
dan masyarakat;

h. penyediaan konten informasi publik melalui media website meliputi
menambah., menghapus dan memperbaharui (update);

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan
Informasi Publik dal Dokumentasi; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Persandian dan Informatika

Pasal 15
(1) Bidang Persandian dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang.
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan tekris, program dan kegiatan Biclang
Persandian dan Informatika.

{3) IJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2j,
Kepala Bidang Persandian dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang
Persandian dan Informatika;*

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi Bidang Persandian dan
Informatikai
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c. penyelenggaraan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan
keamanan informasi dan pelaksanaan operasional pengamanan
persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

d. penyelenggaraarl layanan infrastuktur dasar data center, disqster
recouery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan
nElma domain dan sub domain, layanan keamanan informasi
e-Gouernmerrt serta layanan pengendalian dan pengawasan menara
telekomunikasi;

e. penyelenggaraan layanan manqjemen data dan informasi
e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
gerlerik, spesilik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan ekosistem TIK
Smatt CiU;

f. penyelenggaraan Gouernment ChiE Information Officer (GCIO)
pemerintah kabupaten, pengembangan e-Gouernment dan Smart
CiW serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan
masyarakat;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Persandian dan Informatika;

h. pelaksanaan evaft.rasi dan pelaporan kegiatan Bidang Persandian
dan Informatika;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Persandian dan Informatika membawahkan:
a. Seksi Persandian;
b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. Seksi Tata Kelola dan Aplikasi Informatika.

Paragraf 1

Seksi Persandian

Pasal 16

(1) Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis persandian.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian;
b. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan

pemerintah daerah, serta penyusunan peraturan teknfs tata kelola
persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi
pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya
manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian,
pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring
komunikasi sandi;



c.

d.

t.
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penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi
sandi antar perangkat daerah, dan operalional pengamanan
komunikasi sandi;
penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan
sumber daya persandian, operasional pengelolaan kornunikasi
sandi dan operasional pengamanan komunitcasi sandi;
pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi,
pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan
pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
pengelolaan proses pengam€rnan informasi milik pemerintah
daerah, pengiriman, penyim.panan, pemanfaaian dan
perlghancuran informasi berklasifikasi;
peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan
pemerintah daerah melalui program pendidikan, p.l"tih.o,
flasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui
program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan
teknis, utorkslap dan/ata.u seminar;
pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat
lunak dan perangkat keras persandian;
pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak
persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi
sandi;
penyusunan ren.cana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat
keras persandian dalam rangka operisional komuniklsi *"rai
antar perangkat daerah;
penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna
pada komunikasi sandi antar perangkat daerah, dan perarr"r.ng",
pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daeiah;
koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar
perangkat daerah;
pengama.nan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/
vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau 

- 
metode

pengamanan persandian lainnya;
o. pengamanan informasi elektronik, pengelolaan Securitg Operationcenter (soc) dalam rangka pengamanan informasi dan

komunikasi;
pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguarl operasional
persandian dan keamanan informasi;
penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaa.n pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan
sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi
sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
pelaksanaan program pengawas€rn dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelnlaan informasi berklasifikasi, ,pengelolaan
sumber daya persandian, bperasional pengelolaan komunikasi
sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai
dengan ketentuan peraturan perund ang-undangan ;

e.

ctb.

h.

1.

J.

m.

n.

p.

q.

r.
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pelaksa-naan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas baw'ahan secara berkala di lingkungan
Seksi Persandian;

t. pelaksanaan evaluasi dan pelapora.n kegiatan Seksi Fersandian;
u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasai 17

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh
seoran! Kepala Seksi.
Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mernirnpin penyiapan bahan
perumusa.n kebijakan teknis, program dan kegiatan pengelolaan,
pengembangan, dan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan
Komunikasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2]],
Kepala Seksi Infrastrulrtur Teknologi Informasi dan Komunikasi
menyelenggaraka.n fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebdakan,
penyusunan noruna, standar, prosedur dan kriteria teknis terkait
infrastruktur telmologi informasi dan komunikasi;

c. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC), Disaster
Recouery Cerrter {DRq dan layanan Gouemment Cloud Computing;

d. pengembangan dan pengelolaan interkoneksi jaringan intra
pemeri.ntah (intranet), akses internet pemerintah serta akses rurTt
gratis dilokasi publik;

e. penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana komunikasi
pemerintah (e-mail, srns gateu)a!: teleconfrence dan media sosia/);

f. pengelolaan narna domain dan sub domain basl organisasi
perangkat daerah, kelembagaan pelayanan publik dan kegiatan
pemerintahan melipr.lti pendaftaran, perubahan dan penetapan ;

g. penerapan stanclar sistem manajemen pengarnanan informasi;
h. pelaksanaan monitoring dan filtering traJik elektronik pada

jaringan Pemerintah Kabupaten;
i. pengamanan inforrnasi pada sistem elektronik pemerintah

Kabupaten;
j. penanganan insiden keamanan informasi termasuk pemulihan

data atau sistem akibat gangguan keamanan;
k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan menara

telekomunikasi, perangkat keras dan perangkat lunak TIK;
1. pengembangan inovasi TIK dalam implementasi e-Gouernment dart

Smart CitA; l
m. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
n. pelaksanaan bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar

terkait pemanfaatan sistem komunikasi, pengelolaan infrastruktur
TIK, dan keamanan infromasi;

(21

(3)
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Tata Kelola dan Aplikasi Informatika

Pasal L8

Seksi 'Tata Kelola dan Aplikasi Infoimatika dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis tata kelola dan aplikasi informatika.
Untuk melaksanakan t'ugas sebagaimana dima.ksud pada ayat {2\,
Kepala Seksi Tata Kelola dan Aplikasi Informatika menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Kelola dan Aplikasi

Informatika;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria teknis terkait
tata keloIa dan aplikasi informatika;

c. penetapan standar forrnat data dan informasi, walidata dan
kebijakan serta pengelolaan data elektronik pemerintahan serta
proses recavery data dan informasi;

d. pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi generik,
spesifik dan suplernen untuk pemerintahan dan pelayanan publik
yang terintegrasi serta pengembangan layanan interaktif
pemerintah dan rnasayarakat berbasis teknologi informasi;

e. pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan
di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder
Smart CtU);

f. pengelolaan layanan interoperabilitas aplikasi, layanan pusat
Application Programm Interface (API) Pemerintah Kabupaten serta
pengembangan interkonektivitas antar layanan publik dan
kepemerintahan;

g. pengernbangan sistem informasi smart citg, penyediaan sarana dan
prasarana pengendalian smart city serta promosi dan peningkatan
kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan layanan Smant City;

h. penyusuna.n rencana strategis TIK dan rencana induk TIK
Pemerintah Kabupaten, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu
implementasi e-Couernment serta pelaksanaan audit TIK
Kabupaten;

i. pelaksanaan integrasi pengelolaan TIK dan e-Gouernment serta
pelaksanaan koordinasi kerja sarna lintas OPD lintas Pemerintah
Daerah dan lintas Pernerintah Pusat serta non pemerintah;

(1)

(21

(3)
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pelaksanaan bimbingan teknis, utorkshop dan/atau seminar terkait
pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi
publik serta tata kelola TIK;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan seksi
Tata Kelola dan Aplikasi Informatika;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi rata Kelola
dan Aplikasi Informatika; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Data dan Statistik
Pasal 19

Bidang Data dan statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyediaan dan penyajian
data statistik, melaksanakan pembinaan dan rujukan statistik dasar,
sektoral dan khusus, melaksanakan pengintegrasian data dan
melaksanakan tugas pemerintahan daerah dibidang statistik sesuai
peraturan yang berlaku.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad"a ayat (2),
Kepala Bidang Data dal statistik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program keq'a dan rencana anggaran Bidang Data
dan Statistik'

b. perencan"*'p"rry"diaan dan penyajian data statistik untuk bahan
perumusan pembangunan;

c. perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan
pembinaan kegiatan pengumpulan data dan statistik di lingkungan
pemerintahan daerah;

d. pengkoordinasian dan pengintegrasian data dan statistik daerah;
e. perumusan dan penyusunan atau pemanfaatan indikator kineda

sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan berbagai sektor;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Data dan Statistik;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Data dan
Statistik;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Data dan Statistik membawahkan:
a. Seksi Pengolahan Data;
b. Seksi Analisis Statistik.

Paragraf 1

Seksi Pengolahan Data

Pasal 20
seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepara seksi.

t.

(u

{21

(3)

(4)

(1)



18

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin perencanaan,
pengumpulan, penyediaan, pengintegrasian dan pengolahan data
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Seksi Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data;
b. pengaturan, penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian

perrnasalahan., dan pengembangan sistem jaringan komunikasi
data;

c. pelaksanaan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan
sistem basis data statistik dan basis data manajemen;

d. pelaksanaarl pemanfaatan data d.asar, penyediaan data sektoral
dan data khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. pengaturan dan pelaksanaan penerimaan, pengelolaan, serta
pengolahan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan
statistik dan penyempurnaan fortnat yang berkaitan dengan
rujukan statistik;

f. pengaturan dan pelaksanaan kompilasi rancangan teknis
pengumpulan data sekt"oral dilingkungan pemerintah pemerintah
daerah sesuai dengan asas pembakuan dan manfaat;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pengolahan Data;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengolahan
Data;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Analisis Statistik
Pasal 21

(1) Seksi Analisis Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat'(1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin pelaksanaan analisis
statistik, penyajian data, dan penyebarlu.asan evaluasi dan capaian
hasil pembangunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Statistik;
b. pelaksanaan analisis statistik semua sektor pembangunan sesuai

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyediaan dan penyiapan materi untuk pimpinan daerah

berkaitan data dan analisis statistik;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi ke{a

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Analisis Statistik;
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e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Analisis
Statistik;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagran Keenam

UPTD

Pasal 22

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) Ketentuan lebih ianjut rnengenai pembentukan organisasi dan tata
keq'a UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasai 23

(1) Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan tirngsional yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas.

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan
prinstp koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup
Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan
semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah

(2) sekretaris dan Kepala Bidahg dalarn melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(3) Kasubbag dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Sekretaris, dan Kepala Seksi bertanggungiawab kepada Kepala
Bidangnya masing-masing.

(a) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag, dan Kepala Seksi
di lingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag, dan Kepala Seksi
di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala Seksi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya
dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta
bertanggungiawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun
sewaktu-waktu.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas dari
bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan iebih lanjut serta memberikan petunjuk
dan atau arahan kepada bawahan.

{8) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan
Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang
secara fungsional mempunlrai hubungan kerja.

tsagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 25
(1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang

dilimpahkan apabila Kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas

yang dimaksud pada ayat (1) Kepala dapat menunjuk salah satu
Kepala Bidang unt-uk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan.

(3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejalrat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur serta, sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII

KEPEGAITAIAN

Pasal 27
(i) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta

jabatan lainnya dalam lingkungan Dinas dilakukan
para pemangku
sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal
dan pembinaan kepegawaian.

perencanaan, pengeiolaan

(3) Perencarlaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian eebagaimana
dimaksud pada ayat {2} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengal penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjr.r
pada tanggal L6 Desember 2016

BUPATI CIANJUR,

rtd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1"6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PATEN CIANJUR,

CHAERUL ANV/AR
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